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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka simpulan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Unit Tindak Pidana Tertentu polres Timor Tengah Utara 

mengimplementasikan kewenangannya dalam Pencegahan mauapun 

Penegakan Hukum bagi tindak pidana perdagang orang melalui 3 (Tiga) 

tindakan yakni :. 

a.  Upaya Pre-Emtif Yang dimaksud adalah melaksanakn deteksi dini dan 

memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan 

perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat 

mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap 

Kamtibmas 

b. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya 

tindak pidana perdagangan orang berupa patroli rutin, kerja sama 

bidang Kamtibmas.dan kegiatan sambang, Pembentukan Satuan Tugas 

untuk meminimalisir Perdagangan orang. Tindakan ini mengedepankan 

asas kemanfaatan hukum dengan membangun kemitraan, kesadaran 

dan dampak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

c. Upaya Represif merupakan tindakan yang mengedepankan asas 

kepastian hukum, dilakukansecara aktif dan secara pasif. Secara aktif 
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Unit Tindak Pidana tertentu mencari informasi dan melakuan deteksi 

dini dengan melakukan patroli rutin. Apabila laporan diterima, laporan 

tersebut dianalisis, dan apabila memenuhi unsur, laporan kemudian 

ditingkatkan ke tahap penyidikan. Di dalam tahap ini pimpinan akan 

menunjuk personil untuk menindaklanjuti laporan polisi tersebut 

dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Upaya penyelidikan 

dimaksudkan untuk menemukan bukti-bukti agar dapat menangkap, 

dan menahan tersangka serta penyitaan barang bukti untuk selanjutnya 

dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan dan 

peradilan. 

B. Saran 
 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Meskipun unit Tindak Pidana Tertentu memiliki kewenangan dalam 

mencegah dan penegakan hukum dan telah mengimplementasikannya 

melalui. Upaya Pre-Emtif upaya preventif maupun represif, namun Tindak 

Pidana Perdagangan Orang masih saja dilakukan. Hal ini disebabkan oleh 

faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lemahnya kesadaran hukum 

masyarakat, meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola hukum 

masyarakat. 

2. Implementasi kewenangan Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Timor 

Tengah Utara dalam Penegakan Hukum bagi Tindak Pidana Perdagangan 

orang perlu diperluas dengan meningkatkan peranan. Oleh karena itu, 
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peran masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan seluruh 

lembaga penegak hukum terkhususnya Unit Tindak Pidana Tertentu Polres 

TTU dituntut untuk menciptakan metoede yang lebih progresif dengan 

memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi, 

pemberdayaan maupun pendidikan baik formal maupun informal dalam 

rangka mengatasi permasalahan perdagangan orang di wilayah Kabupaten 

timor tengah utara. 

3. perlu di tingkatkan SDM dari Pihak Kepolisian di kerenakan semakin 

berkembangnya modus operani yang di gunakan oleh Pelaku kejahatan 

seperti pelatihan, coach klinik, pendidikan kejuruan. 

4. Perlu adanya peraturan Derah Kabupaten Timor Tengah Utara terkait 

dengan pencegahan dan / atau mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Diwilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. 
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